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Abstrak
 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan

efektif. Beberapa masalah yang timbul atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh

pengadilan menurut Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut

antara lain adalah akibat hukum, bagaimana dengan kedudukan debitor atas harta kekayaannya, apa hak dan

kewajiban dari Pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Penundaan kewajiban pembayaran utang

diharapkan debitor dapat melunasi baik sebagian atau sepenuhnya untuk membayar utang-utangnya kepada

kreditor. Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang debitor kehilangan independensinya atas

harta kekayaannya harus selalu didampingi pengurus yang diangkat oleh pengadilan. Kedudukan debitor

atas harta kekayaanya sejak putusan penundaan kewajiban pemabayaran utang dalam pengawasan oleh

hakim pengawas, pengurus dan kreditor, segala sesuatunya atas harta debitor tersebut dalam melakukan

perbuatan hukum sejak penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan harus diketahui oleh pengurus

yang bertanggung jawab atas kerugian harta debitor dan mempunyai hak untuk mendapatkan uang jasa yang

nilainya ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan

metode hukum normatif yang dititik beratkan pada penelitian perpustakaan tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang berkaitan dengan harta debitor terhadap penundaan

kewajiban pembayaran utang. Hakim dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang perlu

dicantumkan prosedur mana yang didahulukan kreditor konkuren atau kreditor baru yang mempunyai hak

istimewa.
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